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dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.  

14.  RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa) adalah 

dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat 

arah pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan 
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18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB 

Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.  

19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan 
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20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 
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